
 

 

 
GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR   10  TAHUN 2019               
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 

dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, yang berimplikasi terhadap perubahan fungsi, 
besaran dan nomenklatur organisasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Barat;   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 
Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor  31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 
Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 183); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 196, 
Tahun 2016 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat  Nomor 9); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. 
 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat  Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
196 Tahun 2016 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa 
Barat. 
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2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa 
Barat. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah 
Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah 
Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

9. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD 
Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

11. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat 
Daerah Provinsi Jawa Barat. 

12. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

13. Badan Daerah Provinsi adalah Badan Daerah 
Provinsi Jawa Barat. 

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang 
selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 
pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah 
Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat 
Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan 
bidang pendidikan menengah, kelautan dan 
perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta 
kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas 
dengan wilayah kerja tertentu. 

 

2. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

 
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6 

(1) Pada Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah 
Provinsi dapat dibentuk UPTD. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu Perangkat Daerah induknya. 

 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan 
Gubernur. 

 

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan 
Perikanan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral, dapat dibentuk 
Cabang Dinas di Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi satu atau 
lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah 
Provinsi. 

(3) Dalam hal sudah dibentuk cabang dinas, 
Perangkat Daerah tidak mempunyai unit 
organisasi terendah, kecuali pada sekretariat atau 
pada bidang yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan lain yang bergabung dengan dinas 
tersebut. 

 
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 13 

Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan 
fungsi bersesuaian melaksanakan tugas pembinaan 
dan penawasan terhadap terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh 
Daerah Kabupaten/Kota. 

 
7. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 

 
8. Ketentuan Pasal 15 dihapus. 

 
9. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 16 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka 
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit 
Paru Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Umum 
Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit 
Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat, 
Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Provinsi 
Jawa Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat menjadi Unit 
Pelaksana Teknis dibawah Dinas Kesehatan. 

 

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 17 

Pelantikan/penempatan jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, 
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada 

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini 
dilaksanakan paling lambat pada bulan Juli 2019. 

 

12. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, 
sarana dan prasarana serta dokumen harus sudah 
diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 
2019. 

  

13. Ketentuan Pasal 19 huruf c diubah, sehingga Pasal 19 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54); 

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 
20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 55); 
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c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56); 

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 
23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 57); 

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri 
Sipil Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2011 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 95); 

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107); 

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 16 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 108); 

h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 161); 

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 162); 
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j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah 11 Provinsi Jawa Barat Nomor 
22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 163); dan 

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 164); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi  Jawa Barat. 

 

 

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 04 April 2019 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

ttd 

 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

Diundangkan di  Bandung 
pada tanggal 04 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA BARAT, 

 

ttd 
 

IWA KARNIWA 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (9-95/2019)         
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR 10 TAHUN 2019                  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

 

I. UMUM 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan 
kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan 
demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar 
yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan 
Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah 
melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan 
Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh 
Perangkat Daerah. 

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, 
tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-
undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna memudahkan 
pengaturannya secara terintegrasi. 

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan 
istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.  

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan 
wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, 
Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib 
dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan 
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan 
pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional 
masyarakat. 

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi 
dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, 
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan 
pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota  mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang 
sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara 
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam 
pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah 
Pusat. 

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan 
konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan 
umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai 
kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, 
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menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar 
golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi 
kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 
umum di daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan 

provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai kepala pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai prioritas 
yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya 
menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat 
asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-
luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda 
satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan 
asimetris tersebut maka daerah akan mempunyai prioritas Urusan 
Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai 
dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya. 

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit 
mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan 
kemampuan keuangan daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja 
setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka 
besaran organisasi perangkat daerah juga tidak sama antara satu daerah 
dengan daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi dinas atau 
badan daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah 
yang efektif dan efisien. 

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan 
antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga 
pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui 
daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan 
bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang 
kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. 

Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian akan mengetahui daerah-daerah mana saja yang mempunyai 
potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. daerah tersebut yang 
kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian terkait. 

Selanjutnya, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang mengatur mengenai tugas 
dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang mengatur 
mengenai tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Berkaitan dengan hal itu, berimplikasi terhadap dihapusnya Badan 
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I sampai dengan IV, yang 
selanjutnya pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas 
dan fungsi bersesuaian. 

Selain itu, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berimplikasi pada perubahan nomenklatur, 
sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan perlu 
diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Angka 2 

Cukup jelas 

Angka 3 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Angka 4 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Angka 5 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Angka 6 

Pasal 13 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
umum, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Provinsi 
yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian. 

Angka 7 

Cukup jelas 

Angka 8 

Cukup jelas 

Angka 9 

  Cukup jelas 

Angka 10 

Cukup jelas 

Angka 11 

Cukup jelas 
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Angka 12 

  Cukup jelas 

Angka 13 

Cukup jelas 

 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 239        

 

  


